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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka ditarik suatu 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Sisten penyelenggaraan pemilu Legislatif dan Eksekutif di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan sukses, hal 

tersebut dilihat dari kerja sama anatar Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia 

pengawas Pemilu Kecamatan, kerja dalam menyukseskan penyelenggaran 

pemilu, baik ditingkat pusat sampai dengan daerah kabupaten/kota, sehingga 

dilihat dari tahapan-tahapan serta sistem kerja sama Panitia pemilihan pemilu 

dan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan pada proses pelaksaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Kerja sama penyelenggara pemilu dapat menyukseskan pemilu dengan baik, 

walaupun ada saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

penyelenggaraan pemilu, baik pada proses penyelenggaraan pemilu Legislatif 

dan Presiden di tingkat kecamatan, isu-isu dalam proses penyelenggaraan yaitu 

terlibatnya ASN, Money Politik serta tahap kampanye, masalah peran 

masyarakat dalam memberikan hak pilih yang baik dan benar, dan peran KPPS 

dalam pemungutan surat suara di TPS yang memerlukan banyak waktu.  

3. Tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Sanggar ikut serta dalam partisipasi 

pemilu serentak tahun 2019 baik dalam pemilihan legislatif dan eksekutif 

maupun DPD karena salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus dalam 



 

69 

 

pemilu serentak dilihat dari pada tingkat partisipasi berdasarkan hak pilih. 

Dalam setiap gelaran pemilu atau pemilihan umum partisipasi masyarakat 

memegang kunci penting karena menentukan sukses dan tidaknya suatu 

penyelenggaraan. Partisipasi masyarakat sendiri diatur dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pemilihan 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, yang dijabarkan sebagai 

keterlibatan perorangan atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu dalam 

tahapan penyelenggaraan pemilu. 

5.2 Saran 

1. Upaya pemerintah agar melakukan sosialisasi tentang Pemilu berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, agar masyarakat memberikan hak pilih 

pada pemilu kedepannya yang baik dan benar sehingga melahirkan 

pendewasaan demokrasi di Indonesia 

2. Upaya Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK mengharapkan agar lebih 

akuntabilitas dalam melakukan sosialisasi tentang cara-cara pemilihan yang 

baik dan benar kepda masyarakat juga hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pemilu yang baik. 

3. Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengharapka Sinergifitas sama 

Pihak Intansi lain dalam sama-sama menjaga netralitas pemilu yang akan 

datang 

4. Kepada pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kepada 

pemerintak Kecamatan lebih Khusus pada penyelenggara Pemilu baik PPK 
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dan Panwascam mengedepankan kerja sama dalam menyukseskan hajatan 

besar Negara pada pesta Demokrasi yang akan datang. 
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